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Abstrak
Kredit yang diberikan oleh perbankan saat ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia. Kredit tersebut dapat puladigunakan untuk membeli rumah melalui Kredit Pemilikan
Rumah ( KPR). Namun dalam masa pengangsuran banyak hal dapat terjadi, yang menyebabkan
sebagian kredit macet maka sebagai jaminan hanyadipindah tangankan yang salah satunyadengan
cessie, yang oleh bank kredit tersebut harus diselamatkan dengan berbagai cara salah satunya
dengan cara cessie. Penelitian ini mengambil masalah apakah pengalihan hak kreditur kepada
pihak ketiga juga mendahulukan hak milik atas jaminan tersebut. Kepada pihak ketiga juga dan
bagaimana perlindungan hak debitur dengan adanya cesssie tersebut. Meskipun Cessie dinilai
menguntungkan namun masih banyak orang yang belum memahami cessie. Seperti Kreditur Baru
yang dibahas di dalam Putusan N0108/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam hal ini penulis ingin
mengetahui akankah penjualan piutang dapat disertai dengan penjualan jaminannya, sehingga
debitur dapat mendapat perlindungan hukum bila hal tersebut dalam undang-undang tidak
diperbolehkan.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode
pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa Bank tidak dapat menjual
piutang kredit beserta jaminannya kepada pihak ketiga menurut Pasal 1154 KUHPerdata
Perlindungan hukum debitur terhadap perjanjian cessie yang disertai oleh hak-hak atas tanah hak
tanggungan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Debitur; Cessie; Kredit
Abstract

Credit that isgranted by bank is needed to meet human needs. That credit can be used to
purchasea house through home loan. But during the instalment period, manythings could happen
that can cause bad credit, thus as a guarantee that it is only conveyed by cession,in which that
credit-by bank, needs to be saved by many methods, one of the miscession. This research takes on
the issue whether the conveyance of creditor rights to third party is prioritized before free hold
estate over the guarantee. Also, to the third party and how the cession will affect the debitor right.
Even though cessionis seen as profitable, many people still don’t understand what cessionis. Like
new creditor that is discussed on Decree Number108/Pdt.G/2016/SurabayaDistrict Court. In this
matter, the writer would like to know will the selling of accountreceivable could be accompanied
by the selling of its guarantee, thus resulting in the debtor could receive legal protection if such
thing is not allowed by the law.

Research method used by the writer in this writing is through the approach of normative
jurisprudence. Research specification that is used on this study is analytic descriptive. The data
collection method that the writer usesis by researching library collections or secondary data.
According to the result of the study, it is found that the bank can not sell account receivable along
with its guarantee to the third party in accordance with Article 1154 Indonesian Civil Code. Legal
protection protecting debtors toward the cession agreement that is followed by an interest in land,
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encumbrance right according toArticle 1365 Indonesian Civil Code that is written on Article 18

Consumer Protection Law.

Keywords: Debtor,Cessie, Credit

l. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Bank
(Bank Financial Institution) adalah
badan Usaha vyang melakukan
kegiatan dibidang keuangan dengan
menghimpun dana dari masyarakat
dadam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat
daam  bentuk pinjaman.! Bank
sebagai suatu lembaga keuangan
yang telah dipercaya oleh masyarakat
memegang peranan penting dalam
sistem perekonomian, sehingga
dapat disimpulkan bank
merupakan urat nadi dari sistem
keuangan  yang beraktifitas dalam
menerima  simpanan dari
masyarakat dalam bentuk tabungan,
giro, deposito, dan lain-lain,
kemudian dana yang terkumpul
dari masyarakat tersebut  dapat
disalurkan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk kredit.
Sebagai badan usaha yang bergerak
dalam bidang jasa, kepercayaan dari
semua pihak yang terkait merupakan
hal yang terpenting, bagi pemilik
dan pengelola bank maupun  bagi
masyarakat sebagai pengguna jasa
bank.

Daam rangka penyediaan
dana bagi masyarakat bank sangat
selektif dalam memberikan kredit
kepada masyarakat. Adapun yang
dimaksud dengan kredit dalam pasal 1
angka (11) UU No 10 Tahun 1998

! Abdulkadir Muhammad dan Rilda
Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga
Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, hal.17.

tentang perbankan
menyebutkan  bahwa  “Kredit
adalah  penyediaan  uangatau
tagihan uang yang
dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam
meminjam antara bank
dengan pihak lain  yang
mewgjibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.”
Sebelum Bank melakukan
perjanjian kredit, Bank harus
melakukan analisis terlebih
dahulu terhadap nasabah yang
akan mengaj ukan
permohonan  kredit  pemilikan
rumah, agar kredit yang
diberikan oleh bank adalah kredit
yang tidak mudah menjadi kredit
macet.?

Berdasarkan persetujuanatau
kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank

dengan pihak lain  yang
mewgjibkan pihak peminjam
untuk  melunas hutangnya
setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga. Dari
sini diketahui, bahwa pemberian
kredit bank merupakan suatu
perjanjian antara bank dengan
konsumen selaku peminjam danadi
dalam perjanjian kredit
pemilikan rumah. Perjanjian
tersebut lahir berdasarkan

2 Munir Fuady, 1995, Hukum Tentang
Pembiayaan dan Praktik, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, hal .64.
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kesepakatan pinjam-
meminjam  antara  bank dengan
peminjam dana.®

PT. BANK TABUNGAN
NEGARA ( Persero), Thbk
cabang Surabaya merupakan bank
yang menekankan pada
pembelian tempat tinggal atau rumah
yang merupakan salah satu dari
kebutuhan primer yang memiliki
sifat harus dimiliki oleh setiap orang.
BTN sendiri memiliki dua jenis
KPR vyatu KPR BTN Platinum
dan KPR BTN Subsidi. KPR
BTNPlatinum merupakan
kredit kepemilikan rumah dari bank

BTN untuk keperluan
pembelian rumah dari
devel oper ataupun non
devel oper baik untuk

pembelian rumah baru atau second,
pembelian rumah yang belum jadi
(indent) maupun takeover kredit dari
bank lain. KPR BTN Subsidi adalah
kredit kepemilikan rumah program
kerjasama dengan
kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat dengan
suku bunga rendah, cicilan ringan,
dan tetap sepanjang jangka waktu
kredit, terdiri atas KPR untuk
pembelian rumah tapak dan
rumah susun.*

Menurut Pasal 1400 KUHPerdata
Subrogasi atau Penggantian hak-hak
s berpiutang oleh seorang pihak ketiga
yang membayar kepada s berpiutang
itu, terjadi baik dengan persetujuan
maupun demi undang-undang. Cessie
adalah cara pengadihan dan atau
penyerahan piutang atas hama

®1bid.,hal .271.

“Bank BTN, “Bank BTN Sahabat Keluarga
Indonesia”, www.btn.co.id. Diakses pada 30
Maret 2019

sebagaimana yang dimaksud di
dalam  Pasd 613  Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata.’

Berdasar pada latar belakang
yang telah diuraikan diatas,
penulis tertarik  untuk menulis
Skripsi  dengan  Judul  *
Perlindungan Hukum
Bagi Debitur (Cedent) Dalam
Cessie Yang
Diakibatkan Kredit Macet
(Studi Kasus Putusan
Nomor  108./  Pdt.G/2016/
PN.SBY)” Dengan rumusan
masal ah sebagai berikut:

1. Apakah Bank dapat menjual
piutang kredit ke pihak ketiga
beserta  jaminannya  dalam
Putusan Nomor 108./
Pdt.G/2016/ PN.SBY)?

2. Bagaimana  perlindungan
terhadap Debitur dalam perjanjian
jual beli kredit kepada pihak
ketiga dalam Putusan
Nomor 108./ Pdt.G/2016/
PN.SBY)?

[I.METODE

Untuk mencapa tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai dalam
penelitian, penelitian ini
menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif, yakni
pendekatan yang  mengkaji
hukum yang dikonsepkan
sebagai norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat dan
menjadi acuan perilaku setiap
orang yang dilakukan dengan
cara menditi bahan pustaka

® Soeharnoko dan Endah hartati,
Doktrin Subrogasi, Novasi Dan Cessie,
cet3, Jakarta: Kencana, 2008, hal 101
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(buku-buku, literature  perundang-
undangan) yang menunjang dan
berhubungan  dengan  penelaahan
hukum yang terhadap kaidah yang
dianggap sesuai dengan penelitian
hukum tertulis  bersifat teoritis
yang mencakup asas-asas hukum,
dasar hukum dan konsep hukum.®
Yuridis artinya untuk meninjau dan
menganalisis permasalahan yang
ada di penelitian ini menggunakan
prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.
Sedangkan mengenai segi
normatifnya adalah bahwa penelitian
ini mengacu atau berkiblat pada
ketentuan perundang-undangan yang
telah ada, bak berupa undang-
undang maupun berbagal  peraturan
pel aksanaannya yang secara hierarkis
berada di bawah
108/Pdt.G/2016/PN.SBY karena
yang dilindungi itu Subjek bukan
Objeknya? undang-undang normatif
juga berbicara mengenal bagaimana
peraturan tersebut
diimplementasikan, berdasarkan
permasalahan yang diteliti  pada
penulisan hukum ini.

Spesifikas dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif
andlitis, yaitu suatu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan
sesuatu permasalahan  yang ada
pada daerah tertentu atau pada waktu
tertentu dengan dikaitkan pada
peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dikaitkan juga dengan
teori hukum dan pelaksanaan hukum
positif.’

Peneliti akan melakukan penjabaran
fakta seakurat mungkin tentang
manusia, keadaan, atau ggaa-geaa

® Abdulkadir Muhammad, Hukum dan
Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2004) him.52.

" Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, him.67

lainnya dengan adanya suatu
hipotesis.

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis data
sekunder, vyaitu data yang
diperoleh dari studi kepustakaan.
Data sekunder dapat dibedakan
menjadi 2 (dua), yakni data
sekunder umum dan data
sekunder di bidang hukum.

Data sekunder terbagi menjadi 3
(tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer vyaitu
bahan-bahan hukum yang
mengikat terdiri dari :

a PUTUSAN NOMOR
108/Pdt.G/2016/PN.Sby
b. Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata

c. Undang-Undang Nomor 4
tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan.

d. Undang-Undang Nomor 10
tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang- Undang Nomor 7
tahun 1992 tentang Perbankan

e. Peaturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
23/POJK.04/2014 tentang
Pedoman Penerbitan dan
Pelaporan Efek Beracun Aset
Berbentuk  Surat  Partisipas
Daam Rangka Pembiayaan
Sekunder Perumahan

2.Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder
merupakan bahan hukum yang
erat hubungannya dengan bahan
hukum primer dan dapat
membantu  menganalisis dan
memahami bahan hukum primer,
misalnya rancangan peraturan
perundang-undangan, hasil karya
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ilmiah para sarjana di bidang hukum,
dan laporan hasil penelitian.

3.Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan
bahan hukum yang memberikan
informasi  tentang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder,
misalnya bibliografi, penggunaan
media internet untuk memudahkan
penelusuran terhadap data yang
berhubungan dengan penelitian.
Kesmpulan dari hasil
penelitian yang sudah terkumpul
ditarik dengan menggunakan
teknik anadisis yang bersifat
deskriptif-analitis. Deskriptif
maksudnya adalah bahwa
peneliti dalam menganalisis
memberikan gambaran atau
pemaparan atas subjek dan objek
penelitian sebagaimana hasi|
penelitian yang dilakukan, tanpa
melekukan justifikasi terhadapnya.®
Pendekatan analisis yang digunakan
dadam penditian ini  adalah
pendekatan  perundang- undangan
(statueapproach) dan pendekatan
analitis  (analytical  approach).
Pendekatan perundang-undangan
(statue approach) dimaksudkan
bahwa  pendliti menggunakan
peraturan perundang-undangan
sebagah dasar awa  melakukan
analisis.®

Tentunya peraturan yang dipakai oleh
peneliti ialah peraturan mengenai
Perseroan Terbatas dan peraturan
mengenai kepailitan

dan penundaan kewagjiban
pembayaran utang.

8 Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2013), him.183.

% 1bid.him.185

[1. HASIL DAN
PEMBAHASAN

A. Penjualan Piutang Beserta
Jaminannya

Kredit macet dapat diartikan
sebagal pinjaman yang mengalami
kesulitan pelunasan akibat adanya
faktor kesenggaan dan atau
karena factor eksterna di luar
kemampuan  kendali debitur.’°
Kredit macet sebagai pinjaman
yang mengalami  kesulitan
daam penyelesaian kewajiban-
kewajibannya oleh nasabah
debitur terhadap bank karena
faktor kesenggaan dan atau
karena factor eksternal di luar
kemampuan  kendali  debitur.
Mula adanya penundaan

yang tidak biasa dalam
penerimaan laporan keuangan
dan pembayaran cicilan atau
dokumen lainnya. Mulai adanya
penyelidikan yang tidak terduga
dari lembaga-lembaga Kredit
lannya  mengenai nasabah
tersebut. Pemberian Kredit pada
dasarnya seldu  berhadapan
dengan resiko atau kemungkinan
akan terjadinya Kredit
bermasalah yang mengakibatkan
tidak terbayarnya kembali Kredit
tersebut, yang dapat merugikan
pihak bank sebagai kreditur .
Bank dapat menjual
piutangnya kepada kreditur baru
melalui Cessie apabila kreditnya
telah  dikategorikan  sebagai
kredit macet karena debitur
mengalami kesulitan
mengangsur  kreditnya karena

 Fransisca Claudya Mewoh, Analisis
kredit Macet (PTBANK SULUT, Tbk di
Manado), Jurnal administrasi Bisnis, hal.5
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faktor kesengajaan atau karena faktor
eksternal di luar kemampuan
kendali debitur. Kredit macet
sebagal pinjaman yang mengaami
kesulitan dalam penyel esaian
kewgjiban-  kewgibannya oleh
nasabah debitur terhadap  bank
karena faktor Kkesenggaan atau
karena faktor eksterna di
luar kemampuan kendali debitur.™*
Mulai adanya penundaan yang tidak
biasa dalam penerimaan laporan
keuangan dan pembayaran
cicilan atau dokumen lainnya.
Mula adanya penyelidikan yang
tidak terduga dari lembaga-lembaga
Kredit lainnya mengenai
nasabah tersebut.

Apabila tahapan kredit debitur telah
melewati syarat- syarat di atas dan
kredit tersebut dapat dikategorikan
sebagai  kredit macet. Maka pihak
Bank Tabungan Negara diperbolehkan
melakukan pengalihan piutang atas
nama debitur melalui Cessie. Namun
hal tersebut haruslah dilakukan dengan
memberi pemberitahuan  kepada
debitur dan harus tercantum dalam
perjanjian kredit secara jelas apabila
teradi kredit macet maka pihak
kreditur berhak menjua piutangnya
kepada kreditur baru guna
menghindari kerugian yang lebih
banyak. Karena apabila hal tersebut
tidak diatur secara jelas dan tidak
tercantum dalam perjanjian kredit
maka di lan waktu dapat
dipermasal ahkan oleh pihak debitur.
Hal tersebut dapat menjadi
permasalahan dikarenakan adanya
pengaturan yang kurang jelas dan
pengaturan yang rancu. Oleh sebab
itu walaupun sifat dari  perjanjian
pengalihan hutang ini accecoir dan

! Fransisca Claudya Mewoh, Analisis kredit
Macet (PT BANK SULUT,Tbk di Manado),
Jurnal administrasi Bisnis, hal.5

dapat di buat setelah kredit
macet terjadi, namun agar lebih
safety  untuk ke depannya,
hendaklah dalam perjanjian
kredit ditulis secara terperinci
mengenai ketentuan-
ketentuan yang mungkin akan
terjadi di waktu yang akan
mendatang. Hal tersebut harus
dilakukan agar dapat
menghindari masalah yang akan
datang di kemudian hari. Bahwa
dadam hak tanggungan telah
diatur secara jelas dan tegas
bahwa objek jaminan atas
pembebanan hak tanggungan
dapat dilakukan dengan bentuk
sertifikat hak tanggungan yang
dicatat dan dikeluarkan oleh
badan pertanahan nasional.
Oleh karena itu sudah jelas
bahwa hubungan hukum antara
Ester Lilik Wahyuni dan Bank
Tabungan Negara harus
tunduk pada Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1996 tentang hak
tanggungan. Bahwa apabila
debitur cidera janji  atau
melakukan wanprestasi  seperti
terlambat membayar angsuran
maka hal tersebut juga telah
diatur oleh UUHT dalam Pasal
20(1) UUHT vyaitu:

“(1) Apabila debitor cidera
janji, maka:
a Hak
pemegang Hak
Tanggungan pertama
untuk menjual obyek Hak
Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6
b. Titel
eksekutorial yang terdapat
daam  sertipikat Hak
Tanggungan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasa 14
ayaa (2), obyek Hak
Tanggungan dijual melalui
pelelangan umum menurut
tata cara yang ditentukan
daam peraturan perundang-
undangan untuk pelunasan
piutang pemegang Hak
Tanggungan dengan  hak
mendahulu dari pada
kreditor-kreditor lainnya.*

Bahwa dalam ketentuan tersebut

jelas tidak ada kata-kata cessie
atau pengalihan hutang kepada

pihak  ketiga, sebagal upaya untuk
penyelesaian hutang, sebagaimana
surat dari Bank Tabungan  Negara
dalam surat nomor
833/SIRAS/KC.Shy/X/2015
tertanggal 6 Oktober2015, intinya
apabila penggugat tidak melakukan
pembayaran maka tergugat akan
mengalihkan piutang kepada pihak
ke-3. Oleh karena itu sudah
selayaknya jika akta notaris nomor
10 tangga 20 November 2015,
tentang pengaihan hak atas piutang
dan perjanjian jua beli, yang
dibuat di hadapan Notaris Agatha
Henny dinyatakan batal demi hukum.
Serta pengalihan hutang yang
dilakukan oleh Bank Tabungan
Negara melaui surat tangga 16
November 2015 melalui surat nomor
953/SIRAS/KC.Shy/X1/2015, yang
dalam suratnya menjelaskan adanya
pengalihan piutang melalui cessie
terhadap kredit KPR-BTN atas nama
Ester Lilik Wahyuni tidak benar
karena tidak adanya peraturan yang
jelas mengenal cessie.

Sehingga saat ditarik dari  pendapat
ahli bahwa cessie adalah suatu cara
pemindahan piutang atas nama
dimana piutang itu dijua oleh

kreditur lama kepada orang yang
nantinya menjadi kreditur baru,
namun hubungan hukum utang
piutang tersebut tidak hapus

sedetikpun, tetapi dalam
keseluruhannya dipindahkan
kepada kreditur.*?

Artinya apabila terjadi cidera
janji oleh debitur maka Bank
hanya dapat menjua piutang
kreditnya sga kepada A.S
Effendi melalui cessie namun
tidak dapat serta merta menjual
jaminan  dari  Ester  Lilik
Wahyuni. Dikarenakan untuk
menjua jaminan dari Ester Lilik
Wahyuni bank harus menjualnya
melalui KPKNL atau Badan
Lelang Swasta agar dapat terjual
secara adlil.

B. Perlindungan Hukum
Debitur (Cedent) terhadap
Perjanjian Jual Beli Kredit
Beserta Barang Jaminannya

Pada dasarnya pengalihan hutang
disertai jaminan debitur oleh
BTN melaui cesse dapat
dilakukan kreditur dengan caon
kreditur melalui mekanisme cessie
sebagal suatu cara
pemindahan piutang atas nama,
dimana piutang itu dijua oleh
kreditur lama kepada orang yang
nantinya  menjadi kreditur
baru, hubungan hukum utang
piutang tersebut tidak hapus

sedetikpun, tetapi dalam
keseluruhannya dipindahkan
kepada kreditur baru.™®

Peluang  Debitur  melakukan
perlawanan terhadap  proses

12 R.Subekti, Hukum Perjanjian,cet.17,
(JakartaIntermasa, 1998), hal. 71

B Subekti, Hukum Perjanjian,
Jakarta:Intermasa, 1998,him.71

842



DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019

penyelesaian  kredit  bermasalah
dengan lelang jaminan  Hak
Tanggungan sangat besar karena
Undang-Undang Hak Tanggungan
(UUHT) tidak mengatur mengenai
definisi cidera janji, sehingga untuk
menentukan apakah debitur cedera
janji dalam penentuan pemenuhan
Pasad 6 UUHT dirujuk pada Pasal
1243 jo. Pasal 1763 KUHPerdata: Isi
dari Pasal 6 sendiri yaitu:

“Apabila debitor cidera janji,
pemegang Hak Tanggungan
pertama yaitu: mempunya  hak untuk
menjual obyek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjuaan
tersebut.”

Dalam ketentuan Pasal 1243
KUHPerdata, yang dimaksud
dengancederajanji atau wanprestasi :
1. Lala memenuhi perjanjian.
2.Tidak menyerahkan atau membayar
dalam jangka waktu yang ditentukan
3.Tidak  berbuat sesua  yang
dijanjikan dalam tenggang waktu
yang ditentukan.

Is dari Pasal 1243  sendiri
“Penggantian biaya, kerugian dan
bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwgibkan, bila
debitur, walaupun telah dinyatakan
lalai, tetap lala untuk  memenunhi
perikatan itu, atau jika sesuatu yang
harus diberikan atau dilakukannya
hanya dapat diberikan  atau
dilakukannya dalam waktu yang
melampaui  waktu yang telah
ditentukan.”

Lebih  spesifik Pasal 1763
KUHPerdata mengatakan
“Barangsiapa meminjam suatu barang
wajib mengembalikannya dalam
jumlah dan keadaan yang sama dan
pada waktu yang diperjanjikan.”

Maksudnya adalah tidak
mengembalikan pinjaman sesual
dengan jumlah pinjaman dalam
jangka waktu yang ditentukan.
Sebagai perbandingan, di
beberapa negara diatur lebih
rinci  kapan debitur disebut
cederajanji atau default:

1. Meanggar sdah satu
ketentuan perjanjian yang
berkenaan dengan :

a.Pokok pinjaman, dan/atau

b. Bunga (interest), yakni tidak
membayar bunga paling tidak
dua (2) bulan.

2. Pelanggaran itu telah
diberitahukan  kepada debitur,
namun meskipun sudah lewat
tiga (3) bulan, tidak diindahkan.

Daam keadaan yang seperti
inilah debitur dikategori  had

been in breach of some
covenant in the mortgagedeed.
Selan itu Pasd 1267

KUHPerdata memberi hak opsi

kepada kreditur untuk
mengambil  tindakan apabila
debitur  wanprestasi, tanpa

mempersoal kan apakah
perjanjian telah jatuh tempo atau
tidak berupa ketentuan :

a Meminta atau menuntut
kepada pengadilan untuk
memaksa debitur memenuhi
perjanjian, jikahal itu masih bisa
dilakukan oleh debitur

b. M enuntut pembatalan
perjanjian diserta dengan
penggantian biaya kerugian dan
bunga.

Dalam perkara ini sudah sangat
jelas bahwa A.S Effendi telah
melakukan perbuatan melawan
hukum. Karena bermaksud
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untuk memiliki objek hak tanggungan
Ester Lilik Wahyuni yang seharusnya
hanya piutangnya sgja yang jadi
haknya. Hal tersebut telah melanggar
Pasal 12 UUNo 4 tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan yang berbunyi:

“Janji yang memberikan kewenangan
kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk  memiliki  obyek  Hak
Tanggungan apabila debitor cidera
janji, batal demi hukum.”

Menurut Pasa 1365 KUHPerdata:
"Tigp perbuatan yang melanggar
hukum dan membawa kerugian
kepada oranglain, mewajibkan orang
yang menimbulkan  kerugian itu
karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut.*
Perbuatan Bank Tabungan Negara
dan A.S Effendi telah merugikan
Ester Lilik Wahyuni karena telah
melakukan cessie dengan maksud
lain yaitu maksud memiliki objek
jaminan milik Ester Lilik Wahyuni
selaku debitur yang mengalami
kredit  macet. Perbuatan melawan
hukum yang dilakukan Bank
Tabungan Negara dan A.S Effendi
dapat  disebut juga  senagai
konspirasi jahat dan diduga telah
memiliki  etikad buruk karena
berusaha memiliki Objek jaminan
hak tanggungan Ester Lilik
Wahyuni dengan cara yang tidak
seharusnya.

Maka saya setuju dengan putusan
hakim yang mengatakan bahwa akta
notaris nomor 10 tangga 20
November 2015 tentang pengalihan
hak atas piutang dan perjanjian jual
beli yang dibuat di hadapan Notaris
Agatha henny dinyatakan tidak
memiliki  kekuatan hukum sesuai
dengan Putusan MA Nomor 3156 K/
Pdt/2002 tanggal 31 Mei 2006
mengenai  “Tanggung jawab cedent

tidak beralih karena perjanjian
cessie didasarkan pada itikad
buruk dari kreditur.
Perjanjian-perjanjian yang
bertentangan dengan kepatutan
akan batal terbukti adanya
rekayasa dalam  pembuatan
perjanjian kredit dan perjanjian
jual beli piutang.”

Dengan adanya upaya
memiliki objek jaminan milik
Ester Lilik Wahyuni oleh Bank
Tabungan Negara dan A.S
Effendi yang telah merugikan
Ester Lilik Effendi hingga
kehilangan asset berupa sebidang
tanah beserta bangunan rumah
yang terletak di Kelurahan Lidah
Wetan kecamatan lakarsantri
kota Surabaya (Perum Forest
Mansion B-26) sesua dengan
yang tercatat dalam Sertifikat
nomor 6915 seluas 128 M2, atas
nama Ester lilik  wahyuni
(PENGGUGAT). Atas objek
estimasi harga sekarang sekitar
Rp 2.000.000.000 (dua milliar
rupiah). Maka sudah seharusnya
perikatan antara Ester Lilik
Wahyuni dengan Bank Tabungan
Negara dikembalikan seperti
semula berupa kredit
kepemilikan rumah atau KPR-
BTN karena adanya perbuatan
melawan hukum yang dilakukan
oleh Bank Tabungan Negara dan
A.S Effendi.

Di Indonesia memiliki Undang-
Undang Perlindungan Konsumen
yang bukan satu-satunya
mengatur mengenai perlindungan
konsumen. Sebelum UUPK
disahkan pada dasarnya telah
dibuat beberapa perundang-
undangan yang materinya
melindungi kepentingan
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konsumen antara lain Pasal 202-205
Kitab Undang- Undang Hukum
Pidana, Ordonans  Bahan-Bahan
Berbahaya (1949). Undang- undang
No.1tahun1995 tentang Perseroan
Terbatas.

Undang-Undang No.10 tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-
undang No.7 tahun 1992 tentang
Perbankan, dan sebagianya. Dengan
lahirnya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen di harapkan
dapat menjadi payung  hukum
(umbrella act) di bidang konsumen
dengan tidak menutup kemungkinan
terbentuknya peraturan
perundang-undangan  lain  yang
materinya memberikan perlindungan
terhadap konsumen.

Daam Pasa 4 Bab Il Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen,
menyebutkan hak-hak konsumen
secara khusus, yaitu antaralain:

1. hak atas kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang
dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondis serta
jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informas yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

5. hak untuk mendapatkan
advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut;

6.hak untuk mendapat pembinaan
dan pendidikan konsumen;

7. hak untuk diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur
sertatidak diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.**

Secara  spesifik, hak-  hak
konsumen, terutama kepentingan
hukumnya telah termuat dalam
Undang- Undang Nomor8Tahun
1999, dalam hal itu merupakan
kepentingan yang mutlak dan sah
bagi masyarakat Indonesia sebagai
konsumen. Suatu hal yang  tidak
adil bagi konsumen bila
kepentingan  konsumen  tidak
seimbang dan tidak dihargai
sebagaimana penghargaan
terhadap kalangan pengusaha.
Dalam konteks itu, nasabah
memiliki hak secara spesifik, yaitu

nasabah berhak untuk
mengetahui  secara  terperinci
tentang produk-produk

perbankan yang ditawarkan. Hak
ini  merupakan hak utama dari
nasabah, karena tanpa penjelasan
terperinci  dari bank melalui
customer  service-nya, maka
sangat sulit nasabah untuk
memilih produk perbankan apa
yang sesuai dengan
kehendaknya. Hak-hak apa sgja
yang akan diterima oleh nasabah
apabila nasabah mau
menyerahkan dananya kepada
bank untuk dikelola.

14 Pasal 4 Bab 111 Undang-Undang No.8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
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V. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Pembahasan di atas
Bank tidak dapat menjual piutang atas
nama beserta jaminan dari debitur
yakni Ester Lilik Wahyuni seperti
dalam kasus pada Putusan Nomor
108/Pdt.G/2016/PN.Sby  karena hal
tersebut telah menyalahi aturan dalam
Pasa 20 UUHT tentang penjualan
jaminan hak tanggungan haruslah
dilakukan secara lelang dan
perbuatan yang telah dilakukan oleh
Bank Tabungan Negara dan A.S
Effendi adalah Perbuatan Melawan
Hukum. Sehingga dengam
adanaya gugatan tersebut kedua
pihak di haruskan mengembalikan
jaminan hukum pada perikatan
semula yaitu perikatan  kredit
kepemilikan rumah atau KPR BTN

2. Perlindungan hukum bagi debitur
tercantum dalam Pasal

1365 KUHPerdata bahwa tiap
perbuatan yang melanggar hukum
dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewgjibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan
kerugian tersebut. Sehingga karena
perbuatan dari BTN dan A.S Effendi
telah merugikan bagi Ester Lilik
Wahyuni karena telah  membuat
Ester Lilik Wahyuni  kehilangan
asset berupa sebidang tanah beserta
bangunan rumah yang terletak di
Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan
Lakarsantri Kota Surabaya (Perum
Forest Mansion B-26) maka pihak
BTN dan A.S Effendi diwagjibkan
mengembalikan asset sesuai
perjanjian atau perikatan semula dan
membayar biaya perkara perdata.
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